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Untuk disiarkan segera 
 

Bukan Gerbong Khusus Merokok yang Dibutuhkan, ​
tapi Kemasan Rokok Standar untuk Lindungi Masyarakat 

 
Jakarta, 22 Agustus 2025 – Di tengah ramainya isu usulan Nashim Khan, Anggota DPR 

Komisi VI DPR RI tentang gerbong khusus merokok, masyarakat Indonesia sesungguhnya 

sedang menunggu penerapan aturan-aturan teknis Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 

Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan, salah satunya adalah aturan teknis kemasan standar. Rendahnya 

pemahaman anggota DPR mengenai kebijakan pengendalian tembakau tersebut semakin 

memperlihatkan bagaimana isu kesehatan publik sering kali dipinggirkan dibanding 

kepentingan industri. 
 

Sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan kemasan rokok standar terbukti mampu 

mengurangi daya tarik produk tembakau sehingga berhasil menurunkan angka perokok 

baru. Kebijakan standardisasi kemasan rokok ini semestinya akan segera diberlakukan di 

Indonesia karena telah diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, dimana kemasan rokok tidak 

diperbolehkan lagi menampilkan logo, warna, atau desain merek, dan hanya mencantumkan 

nama merek dalam format standar disertai peringatan kesehatan bergambar yang dominan. 

Namun, upaya penerapan kebijakan ini tidak lepas dari hambatan. Industri rokok berulang 

kali berusaha menunda bahkan melemahkan regulasi yang sejatinya ditujukan untuk 

kepentingan kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.  
 

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari pernyataan para narasumber dalam media 

briefing yang berlangsung hari ini (22 Agustus 2025) di Jakarta, yang diselenggarakan 

bersama oleh Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) dan Portal Informasi 

Pengendalian Tembakau Indonesia (ProTC). Media briefing ini menegaskan bahwa kebijakan 

kesehatan publik harus bebas dari intervensi industri tembakau yang mengedepankan 

kepentingan finansial semata. 
 

Mouhamad Bigwanto, Ketua RUKKI, menyatakan bahwa, “Kemasan bukan sekadar wadah 

produk, tetapi alat pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen, khususnya anak 

muda. Dengan desain visual yang menarik, rokok dipersepsikan lebih positif dan 

mendorong keinginan mencoba.” 

 



Lebih lanjut, Bigwanto menekankan, “Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan 

bahwa penerapan kemasan standar efektif menurunkan minat anak muda untuk mulai 

merokok, meningkatkan keterlihatan peringatan kesehatan, serta mengurangi 

kesalahpahaman tentang bahaya produk tembakau. Bukti dari Australia dan Perancis 

jelas menunjukkan kebijakan ini berdampak positif pada kesehatan masyarakat. Selain 

itu, tidak ada kaitannya antara kemasan standar dengan rokok ilegal,” tegasnya. 
 

Sementara itu, Nina Samidi, Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau 

(Komnas PT), mengingatkan adanya upaya sistematis dari industri rokok untuk menunda 

pengesahan regulasi turunan PP 28/2024. “Sejak awal penyusunan rancangan Permenkes 

tentang kemasan standar, kita melihat industri rokok menggunakan berbagai cara untuk 

menolak aturan ini, mulai dari mendesak atau melobi melalui surat penolakan dan 

audiensi kepada Presiden dan Menteri Kesehatan hingga mengerahkan demo pekerja dan 

kampanye di media. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh industri yang mencoba 

menghalangi kebijakan kesehatan publik.” 
 

Sebagai informasi, PP No. 28 Tahun 2024 diterbitkan pada bulan Juli 2024. Sebulan 

kemudian, Kementerian Kesehatan mulai menyusun rancangan Permenkes (RPMK) tentang 

Kemasan Standar. Namun, sudah setahun berlalu, aturan turunan tersebut belum juga 

disahkan. “Pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan industri, karena yang 

dipertaruhkan adalah kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Jika negara 

tetangga, seperti Singapura, bisa tegas mengambil keputusan untuk melindungi 

warganya, Indonesia juga harus berani menegakkan kebijakan kemasan standar tanpa 

menunda lagi,” tegas Nina. 
 

Dengan penerapan standardisasi kemasan, Indonesia mengambil langkah penting dalam 

melindungi kesehatan publik, menurunkan daya tarik rokok, serta mencegah lahirnya 

generasi baru perokok. 
 

*** 
 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Christianto 

Program Manager, Protc.id  

📧 Email: kontak@protc.id  

📞 Mobile: +62 813 1913 2517 

Nadia Sukmawati 

Policy Communication Intern, RUKKI 

📧 Email: sekretariat@rukki.org  

📞 Mobile: +62 853 2763 0170 

 

Tentang ProTC.id 

Portal Informasi Pengendalian Tembakau Indonesia hadir untuk mendukung upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Situs ini 

menyediakan berbagai informasi seperti regulasi pengendalian tembakau dari tingkat internasional hingga daerah, putusan pengadilan 

terkait, literatur seperti buku, jurnal, dan policy brief, serta layanan Klinik Hukum untuk konsultasi terkait isu pengendalian tembakau.​
🌐 Website: https://protc.id/ 
 

Tentang RUKKI 

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) adalah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mendorong kebijakan kesehatan yang 

inklusif dan berbasis bukti tanpa campur tangan industri yang merugikan kesehatan masyarakat. Kami berkomitmen menjadi katalisator 

perubahan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui advokasi, penelitian, dan edukasi kesehatan di 

Indonesia. 

🌐 Website: https://rukki.org/  

http://protc.id
mailto:kontak@protc.id
mailto:sekretariat@rukki.org
https://protc.id/
https://rukki.org/

